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Penelitian ini memiliki tujuan untuk mendiskripsikan komunikasi interpersonal 
pada Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP). Populasi dalam penelitian ini 
adalah Satpol PP Kota Solo dan Kabupaten Boyolali. Pengambilan informan 
dalam penelitian menggunakan teknik snowball sampling sehingga ditetapkan 
sebanyak 10 orang yaitu 8 anggota Satpol PP sebagai subjek utama dan 2 Kepala 
Satpol PP sebagai subjek pendukung. Kriteria informan dalam penelitian ini 
adalah (a) bekerja di kantor Satpol PP Solo dan Boyolali, (b) memiliki status 
pegawai tetap atau sudah dilantik, (c) menjabat dibidang Trantibum, (d) bertugas 
sebagai penindak para pelanggar dilapangan. Metode dalam penelitian ini adalah 
kualitatif fenomenologi. Metode pengumpulan data menggunakan metode 
wawancara dan observasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan cara 
pengumpulan data, reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan maka 
dari itu hasil analisis data menunjukkan bahwa cara komunikasi yang dilakukan 
antara pimpinan dengan anggota Satpol PP menggunakan koordinasi, mencakup 
target operasi dan tindakan operasi. Kemudian komunikasi yang dilakukan oleh 
Satpol PP dengan Pedagang Kaki Lima (PKL) menggunakan pendekatan secara 
kekeluargaan. Faktor pendukung komunikasi interpersonal Satpol PP yaitu sikap, 
skill, usia, dan gender. Faktor penghambat komunikasi interpersonal Satpol PP 
biasanya muncul dari para pelanggar yang keras kepala dan tidak mau mengikuti 
prosedur yang telah diberikan oleh pemerintah daerah. 














This research has a purpose to describe interpersonal communication at Satpol PP 
(SATPOL PP). The population in this research is Satpol PP Kota Solo and 
Boyolali District. Taking informant in research using snowball sampling 
technique so that determined as many as 10 people that is 8 member of Satpol PP 
as main subject and 2 Head of Satpol PP as supporting subject. The criteria of the 
informants in this research are (a) working in Satpol PP Solo and Boyolali office, 
(b) having permanent employee status or having been inaugurated, (c) serving in 
the Trantibum field, (d) serving as prosecutors of violators in the field. The 
method in this research is qualitative phenomenology. Methods of data collection 
using interview and observation methods. Data analysis in this research use data 
collecting, data reduction, data display, and conclusion. Therefore, the result of 
data analysis shows that the way communication done between the leadership 
with Satpol PP members use coordination, covering the target of operation and 
operation action. Then the communication made by Satpol PP with the Street 
Traders (PKL) using the approach in kinship. Factors supporting interpersonal 
communication Satpol PP that is attitude, skill, age, and gender. The interpersonal 
communication blocking factor of Satpol PP usually arises from violent offenders 
and refuses to follow the procedures given by the local government. 
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1. PENDAHULUAN 
Era globalisasi sekarang ini, hampir semua orang ingin mendapatkan 
kehidupan yang layak serta memiliki perekonomian yang cukup untuk diri sendiri, 
pasangan hidup, dan keluarganya kelak. Hal ini yang memicu persaingan antar-
manusia mulai dari pengusaha, wiraswasta, serta para pedagang untuk 
mendapatkan uang sebanyak-banyaknya. Uang itulah yang mampu membuat 
sebagian orang harus melakukan berbagai cara untuk kelayakan hidupnya. Salah 
satu contoh yang sedang diperdebatkan sekarang ini yaitu usaha yang dilakukan 
oleh para pedagang kaki lima. 
Keberadaan pedagang kaki lima (PKL) di perkotaan mampu menyediakan 
lapangan kerja baru. Banyak orang menjadikan pedagang kaki lima sebagai 
pilihan alternatif bagi yang tidak tertampung di sektor formal. Jadi keterlibatan 
dalam sektor informal lebih diakibatkan karena keterpaksaan saja dibanding 
sebagai pilihan, hal ini terjadi karena tekanan dari sistem ekonomi yang tidak 
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memberi tempat bagi mereka yang tidak mempunyai pendidikan dan ketrampilan 
yang mencukupi. Sektor informal (PKL) menjadi pilihan alternatif, karena mudah 
memasukinya, tidak perlu ketrampilan khusus, serta pasar yang kompetitif (seperti 
pada definisi sektor informal oleh ILO), sehingga hal ini dapat menekan angka 
pengangguran dan kemiskinan. Sektor informal terus berkembang dalam 
menyerap tenaga kerja yang tidak tertampung pada sektor formal (Ginting, 2004). 
Keberadaan PKL di Kota Surakarta juga menjadi dilema bagi pemerintah 
kota. Jumlah pedagang kaki lima di Kota Surakarta atau dikenal juga sebagai Kota 
Solo cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Data dari Kantor PKL Surakarta 
menyebutkan jika tahun 2003 tercatat hanya 3.834 PKL, hasil pendataan pada 
akhir 2005 meningkat 51,7 persen menjadi 5.817 PKL. Pada tahun 2007 jumlah 
PKL turun menjadi 3.917 dan pada tahun 2010 menurun lagi jumlahnya menjadi 
2014. Penurunan jumlah PKL ini disebabkan oleh keberhasilan Pemkot Solo 
dalam menata PKL salah satunya adalah relokasi PKL di Monumen Banjarsari ke 
Pasar Klithikan Nitihardjo Semanggi. (Yuliani, 2012). 
Upaya penertiban sering kali mendapat penolakan bahkan perlawanan dari 
PKL. Para Satpol PP berusaha mengosongkan lahan pemerintah dari PKL dengan 
mendorong PKL dan mengangkat gerobak secara arogan tanpa ada komunikasi 
terlebih dahulu (Oki, 2016). Tetapi sebenarnya wewenang yang dilakukan oleh 
Satpol PP sendiri terdiri dari prosedur yang melakukan himbauan kepada PKL 
yang melanggar dengan 3 kali pemberian surat peringatan lalu jka memang 
prosedur tersebut tidak dipatuhi maka akan ada tahap dimana dagangan yang 
diperjual belikan akan disita atau tahap eksekusi. Tindakan penertiban non-
yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan 
pelanggaran atas Perda atau peraturan kepala daerah. Menindak warga 
masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan 
ketenteraman masyarakat. 
Kewajiban Satpol PP antara lain dengan menjunjung tinggi norma hukum, 
norma agama, hak asasi manusia, dan norma sosial lainnya yang hidup dan 
berkembang di masyarakat. Menaati disiplin pegawai negeri sipil dan kode etik 
Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Tentu dalam kasus ini tidak bisa hanya 
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menyalahkan anggota Satpol PP yang bertugas di lapangan, tetapi juga harus 
melihat bagaimana pemimpin Satpol PP itu sendiri dalam memberi perintah. Kini, 
masa kepemimpinan Jokowi, konsep yang disuguhkan oleh organisasi Satpol PP 
berbeda. Organisasi ini lebih mengusung konsep persuasif dalam menertibkan 
masyarakat khususnya para pedagang kaki lima (Kristanty, 2013). 
Satpol PP merupakan aparat pemerintah yang bertugas mewujudkan 
ketentraman dan ketertiban masyarakat. Tugas menentramkan dan menertibkan 
masyarakat yang tercantum dalam Pasal 1 ayat 5, Pedoman Organisasi dan Tata 
Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2011. Beberapa data 
menunjukkan petugas Satpol PP identik dengan perilaku yang tidak humanis 
dalam menjalankan fungsinya sebagai perangkat daerah yang menertibkan 
masyarakat. 
Menurut Francisca (2015), Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda 
menggunakan komunikasi interpersonal sebagai salah satu strategi komunikasi 
yang dianggap efektif melalui tatap muka langsung “face to face” kepada 
pedagang kaki lima yang kemungkinan terjadinya gangguan ataupun kurang 
pengertian terhadap penyampaian pesan sangat kecil jika dibandingkan dengan 
menggunakan surat edaran ataupun selebaran. Komunikasi interpersonal adalah 
komunikasi antara orang-orang secara tatap muka, yang memungkinkan setiap 
pesertanya menangkap reaksi orang lain secara langsung, baik secara verbal 
maupun nonverbal (Pontoh, 2013). 
Sekarang yang dilakukan oleh Satpol PP ialah melakukan tugas dengan 
baik sesuai dengan tujuan tanpa menggunakan kekerasan melainkan melakukan 
komunikasi interpersonal kepada masyarakat khususnya para pedagang kaki lima 
yang memanfaatkan kebijakan yang diberikan oleh pemerintah. Menurut Rakhmat 
(2007) dan Pieter (2012) komunikasi interpersonal memiliki empat aspek dalam 
sistemnya, yaitu: sensasi, persepsi, keterbukaan, kesetaraan atau kesamaan. 
Aparat Satpol PP harus dibekali dengan keterampilan dan kemampuan 
teknis agar mampu mengomunikasikan peraturan yang berlaku pada masyarakat. 
Karena dengan komunikasi inilah Satpol PP bisa diterima oleh kalangan 
5 
 
masyarakat tanpa adanya kekerasan ataupun tindakan yang mengakibatkan 
kerusuhan atau bentrok yang terjadi diantara kedua belah pihak yang 
bersangkutan (Anggiyowati, 2014). Maka dari itu menurut Bienvenu (1987) 
faktor yang mempengaruhi komunikasi interpersonal Satpol PP seperti; self 
concept, ability, skill experience, emotion, dan self disclousure. 
Kekerasan sering terjadi dan melukai kedua belah pihak dikarenakan sikap 
menentang para masyarakat atau pedagang yang sudah nyaman dengan kebijakan 
serta fasilitas negara yang dipakai secara ilegal. Menurut Maulana (2015), petugas 
Satpol PP tidak akan secara sengaja melakukan kekerasan tersebut, begitupun 
dengan PKL, pasti memiliki alasan untuk tetap jualan di area terlarang tersebut. 
Kejadian ini sering terjadi disekitar kita, dan yang menjadi perhatian, apakah tidak 
ada cara lain selain merusak lapak para PKL dan membawanya. Sebenarnya kita 
masih punya nurani untuk melakukan hal itu. 
Peristiwa yang seharusnya tidak terjadi, bisa bahkan akan sering dialami 
jika pola komunikasi yang dilakukan oleh para Satpol PP kurang tepat. Untuk itu, 
penulis lebih menekankan pada cara Satuan Polisi Pamong Praja dalam 
mengantisipasi adanya penolakan ataupun cara Satpol PP sendiri dalam 
mengkomunikasikan kepada masyarakat khususnya para PKL yang sebenarnyan 
butuh perhatian khusus dari pemerintah. Upaya penertiban yang dalam hal ini 
menjadi tugas yang diemban petugas Satpol PP, semestinya dilakukan dengan 
manusiawi, lebih menggunakan pendekatan komunikasi persuasif. 
Berdasarkan uraian dan fenomena di atas dapat dibuat pertanyaan 
penelitiannya yaitu bagaimana cara komunikasi interpersonal pada Satuan Polisi 
Pamong Praja? Dalam penelitian ini tujuan yang ingin dicapai adalah untuk 
mendiskripsikan pola komunikasi interpersonal pada Satuan Polisi Pamong Praja 
(Satpol PP). Melalui penelitian ini diharapkan bagi Satuan  Polisi Pamong Praja, 
penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang peranan Satpol PP 
dalam pola komunikasi interpersonal. Bagi pedagang, penelitian ini juga 
diharapkan agar mampu menengahi perselisihan antara Satpol  PP dengan para 
PKL. Memberikan sumbangan ilmiah sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu 
pengetahuan khususnya psikologi sosial dengan menerapkan hasil penelitian 
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sebagai tambahan informasi mengenai cara komunikasi interpersonal pada Satuan 
Polisi Pamong Praja. 
2. METODE 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif fenomenologi. 
Fokus pada penelitian ini adalah pola komunikasi interpersonal yang dilakukan 
oleh kalangan Satpol PP yang membantu pengaturan atau penertiban di 
lingkungan daerah. Dengan beberapa aspek yang mempengaruhi pola komunikasi 
yang telah diterapkan oleh Satpol PP yang mengakibatkan pemberian sikap timbal 
balik yang berbeda-beda. Respon yang di dapat serta pendalaman cara komunikasi 
interpersonal inilah yang harus diperjelas serta mengetahui akibat yang akan 
ditimbulkan.  
Kriteria informan untuk penelitian ini adalah: (a) bekerja di kantor Satpol 
PP Surakarta dan Boyolali, (b) memiliki status pegawai tetap atau sudah dilantik, 
(c) memiliki jabatan sebagai anggota dibidang trantibum, (d) bertugas sebagai 
penindak para pelanggar di lapangan. Jumlah informan yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah 10 orang yaitu 8 subjek utama dan 2 subjek pendukung. 
Penentuan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah snowball 
sampling. 
Tabel 1. Informan Penelitian 
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Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara dan 
observasi. 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Anggota Satpol PP yang menjadi informan dalam penelitian ini sebelum 
melakukan pendekatan komunikasi interpersonal sudah mendapatkan pelatihan, 
workshop, maupun diklat terkait komunikasi interpersonal yang merupakan 
bagian dari SOP Satpol PP. Pelatihan tersebut diberikan oleh Dinas Kota 
Surakarta ataupun Dinas Kepolisian dengan pembekalan pemahaman baik secara 
teori maupun praktik terkait komunikasi interpersonal.  
Dilihat dari hasil wawancara, didapatkan hasil dari bentuk perilaku yang 
dilakukan oleh anggota Satpol PP untuk meningkatkan komunikasi interpersonal 
adalah dengan melakukan penegakan PERDA, pengamanan dan pengawasan 
wilayah, serta perlindungan masyarakat, hal itu sesuai dengan hasil penelitian 
yang dilakukan oleh Johnston & Alyce (2013) yang menjelaskan bahwa Satuan 
Polisi merupakan organisasi yang sangat erat dengan masyarakat yang fungsi 
utamanya adalah menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sehingga 
penyelenggaraan roda pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan dengan 
lancar. hasil observasi, prosedur penertiban Satpol PP yang diterapkan dalam 
komunikasi interpersonal salah satunya adalah menjelaskan kepada pelanggar 
tentang pelanggaran berdagang yang dilakukan oleh PKL sebelum proses 
penindakan, hal ini sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP 
(2010) yang menyatakan bahwa melakukan tindakan penertiban non yustisial 
8 
 
terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan 
pelanggaran atas Perda dan atau peraturan kepala daerah. 
Persepsi dalam komunikasi interpersonal juga terlihat dari hasil 
wawancara didapatkan bahwa bentuk koordinasi dengan membuat rapat kecil atau 
diskusi yang dilakukan agar tindakan yang dilakukan lebih terorganisir, memberi 
solusi dengan menerapkan budaya jawa “adoh ratu cedhak ratu” serta membuat 
orang berfikir bahwa Satpol PP tidak buruk. Sesuai dengan pendapat dari 
Rakhmat (2007), bahwa komunikasi interpersonal juga menuntut adanya tindakan 
saling memberi dan menerima di antara pelaku yang terlibat dalam komunikasi. 
Dengan kata lain para pelaku komunikasi saling bertukar informasi, pikiran, 
gagasan, dan sebagainya.  
Hasil observasi, proses koordinasi Satpol PP yang diterapkan dalam 
komunikasi interpersonal salah satunya adalah penjelasan oleh Kepala Satpol PP 
terkait bagaimana cara mengatasi para pelanggar di lapangan dan anggota Satpol 
PP yang akan bertugas memberikan feedback dengan cara menanyakan 
pertanyaaan solusi yang akan diberikan kepada pelanggar (PKL), hal ini sesuai 
dengan pernyataan yang disimpulkan oleh Dance dalam Rakhmat (2007), 
mengartikan komunikasi dalam kerangka psikologi behaviourisme sebagai usaha 
”menimbulkan respon melalui lambang-lambang verbal”, ketika lambang-
lambang verbal bertindak sebagai stimuli. 
Didapatkan bahwa cara menyikapi pelanggaran dengan peneguran di 
lakukan dengan bahasa yang halus, tidak menyinggung perasaan, dan berusaha 
manusiawi menjalankan tugas. Hal tersebut sesuai dengan pendapat dari Pieter 
(2012), bahwa komunikasi interpersonal komunikasi interpersonal pada dasarnya 
merupakan jalinan hubungan interaktif antara seorang dengan orang lain, di mana 
lambang-lambang pesan secara efektif digunakan adalah bahasa. 
Data observasi cara menyikapi  oleh Satpol PP terhadap pelanggaran yang 
dilakukan salah satunya adalah penjelasan oleh anggota Satpol PP pada saat ingin 
mengambil barang dagangan yang akan dibawa ke Kantor Satpol PP dengan 
memberikan informasi dengan jelas, hal ini sesuai dengan pernyataan yang 
disimpulkan oleh Yuksel & Fatih (2013), polisi harus terlibat dalam masyarakat 
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dan harus mampu berkomunikasi secara efektif dalam rangka untuk 
mengidentifikasi penyebab dari masalah-masalah yang terjadi. Polisi juga mampu 
membantu masyarakat dalam mengatasi masalah sendiri. 
Terkait dengan kewajiban sebagai Satpol PP yang dilakukan anggota 
Satpol PP, cara komunikasi dengan baik terhadap orang lain, yaitu menggunakan 
bahasa yang sopan dan baik. sesuai dengan pendapat dari Pieter (2012), bahwa 
sikap keterbukaan paling tidak menunjuk pada dua aspek dalam komunikasi 
antarpribadi. Pertama harus terbuka pada orang lain yang berinteraksi, yang 
penting adalah adanya kemauan untuk membuka diri pada masalah-masalah yang 
umum, agar orang lain mampu mengetahui pendapat, gagasan, atau pikiran 
sehingga komunikasi akan mudah dilakukan. 
Hasil observasi, cara komunikasi yang dilakukan oleh Satpol PP terhadap 
pelanggaran yang dilakukan salah satunya adalah menggunakan bahasa yang baik, 
menjelaskan bahwa sebelum proses penyitaan barang para anggota Satpol PP 
hendaknya menjelaskan maksut dan tujuan penindakan yang dilakukan dengan 
jelas hingga para pelanggar mengerti akan pelanggaran yang dilakukan, hal ini 
sesuai dengan pernyataan yang disimpulkan oleh Pontoh (2013), komunikasi 
interpersonal sangat potensial untuk menjalankan fungsi instrumental sebagai alat 
untuk mempengaruhi atau membujuk orang lain, karena kita dapat menggunakan 
kelimat alat indera kita untuk mempertinggi daya bujuk pesan yang kita 
komunikasikan kepada komunikan kita. 
Keterbukaan juga dapat mempengaruhi komunikasi interpersonal. Terkait 
dengan kewajiban sebagai Satpol PP yang dilakukan anggota Satpol PP, cara 
komunikasi dengan baik terhadap orang lain, yaitu menggunakan bahasa yang 
sopan dan baik. Hasil wawancara didapatkan bahwa cara komunikasi yang 
sebaiknya dilakukan adalah menggunakan pendekatan secara kekeluargaan, sopan 
santun, unggah ungguh. Hal tersebut sesuai dengan pendapat dari Pieter (2012), 
bahwa sikap keterbukaan paling tidak menunjuk pada dua aspek dalam 
komunikasi antarpribadi. Pertama harus terbuka pada orang lain yang berinteraksi, 
yang penting adalah adanya kemauan untuk membuka diri pada masalah-masalah 
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yang umum, agar orang lain mampu mengetahui pendapat, gagasan, atau pikiran 
sehingga komunikasi akan mudah dilakukan. 
Hasil observasi, cara komunikasi yang dilakukan oleh Satpol PP terhadap 
pelanggaran yang dilakukan salah satunya adalah menggunakan bahasa yang baik, 
menjelaskan bahwa sebelum proses penyitaan barang para anggota Satpol PP 
hendaknya menjelaskan maksut dan tujuan penindakan yang dilakukan dengan 
jelas hingga para pelanggar mengerti akan pelanggaran yang dilakukan, hal ini 
sesuai dengan pernyataan yang disimpulkan oleh Pontoh (2013), komunikasi 
interpersonal sangat potensial untuk menjalankan fungsi instrumental sebagai alat 
untuk mempengaruhi atau membujuk orang lain, karena kita dapat menggunakan 
kelimat alat indera kita untuk mempertinggi daya bujuk pesan yang kita 
komunikasikan kepada komunikan kita. 
Didapatkan bahwa cara menanggapi yang sebaiknya dilakukan adalah 
berkomunikasi dengan cara halus, sopan santun, dan wajib melayani secara 
humanis serta menyampaikan dengan santun, sopan, dan persuasif. Hal tersebut 
sesuai dengan pendapat dari Pieter (2012), bahwa komunikasi antar pribadi akan 
lebih bisa efektif jika orang-orang yang berkomunikasi itu dalam suasana 
kesamaan. Seperti nilai, sikap, watak, perilaku, kebiasaan, pengalaman dan 
sebagainya. Hasil observasi, cara komunikasi dan menyikapi pelanggaran yang 
dilakukan yaitu pada saat proses penindakan para anggota dan pelanggar 
bekerjasama dalam membereskan barang dagangan tanpa adanya kekerasan atau 
kericuhan, hal ini sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) (2010), 
yang menjelaskan tugas Satpol PP dalam melakukan penertiban adalah suatu 
keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan 
masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur. 
Keunikan dari hasil wawancara yang telah dilakukan yaitu terdapat pada hasil 
wawancara dengan mengatakan istilah “adoh ratu cedak watu”. Hal tersebut 
dijelaskan oleh Tartono (2009) bahwa dapat diartikan sebagai wujud untuk 
menaati nasehat agar orang tidak mengunggulkan diri, tidak menyombongkan diri. 
Pernyataan yang unik juga disampaikan oleh informan pendukung TJ yang 
menyampaikan istilah “astabrata.”. Hal tersebut dijelaskan oleh As’ad (2011) 
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bahwa “astabrata” menjelaskan tentang setiap raja harus bertindak berlandaskan 
pada kedelapan sifat dewa yaitu; elemen angin, elemen bulan, elemen matahari, 
elemen api, elemen langit, elemen bumi, elemen samudra, dan elemen bintang. 
4. KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan menunjukkan bahwa anggota 
Satpol PP menggunakan komunikasi interpersonal dalam melaksanakan 
kewajiban atau tugasnya sesuai dengan aturan dari masing-masing daerah. Satpol 
PP menggunakan tindakan penertiban non yustisial yang mempunyai tugas 
menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum. 
Komunikasi yang dilakukan antara pimpinan Satpol PP dengan anggota Satpol PP 
menggunakan koordinasi sebelum melakukan proses penindakan atas pelanggaran 
yang terjadi. Koordinasi yang diterapkan oleh Kepala Satpol PP mencakup 
tentang target operasi dan tindakan yang akan dilakukan. Hal tersebut dikatakan 
efektif karena dipakai sebagai acuan atas keberhasilan Kepala Satpol PP dalam 
mengarahkan anggotanya serta melihat bagaimana anggota menyelesaikan 
kewajiban dari tugas yang diberikan oleh pimpinan. 
Faktor pendukung peran Satpol PP dalam melakukan komunikasi 
interpersonal untuk penertiban yaitu Pedagang Kaki Lima (PKL) mengerti tentang 
peraturan di kawasan yang dilarang untuk berjualan yang disampaikan oleh Satpol 
PP sehingga terwujudnya penciptaan kota yang tertib, indah dan nyaman. 
Sedangkan, faktor penghambatnya yang menyebabkan terganggunya ketentraman 
dan ketertiban umum kurangnya kesadaran, kepatuhan, dan ketaatan Pedagang 
Kaki Lima (PKL) terhadap Peraturan Daerah yang diberlakukan terhadap PKL. 
Keunikan pada hasil analisis dan pembahasan adalah adanya pernyataan 
dari anggota Satpol PP yang menggunakan filosofi jawa “adoh ratu cedak watu” 
yang berarti ungkapan hati seseorang untuk merendah dan tidak menganggap diri 
paling hebat di hadapan orang lain dan pernyataan yang di ungkapkan oleh Kepala 
Satpol PP yang sama-sama menggunakan filosifi jawa “astabrata” diartikan 
delapan cara kepemimpinan menggunakan elemen-elemen alam; elemen matahari 
yang berarti kehati-hatian, elemen angin yang berarti sifat ketelitian, elemen bulan 
yang berarti pemberi motivasi, elemen api berarti tegas dalam memimpin, elemen 
12 
 
bumi yang berarti murah hati dan adil, elemen langit berarti ilmu yang luas, 
elemen samudra yaitu terbuka dalam menampung aspirasi, dan elemen bintang 
yaitu percaya diri serta memegang teguh prinsipnya. 
Anggota Satpol PP, untuk tetap menerapkan komunikasi dalam 
menertibkan peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah kota, diharapkan  
seluruh anggota Satpol PP meningkatkan cara-cara atau tindakan yang lebih 
mudah dipahami oleh masyarakat sebelum sampai ke proses eksekusi dan peneliti 
menyarankan khususnya anggota Satpol PP laki-laki lebih menggunakan bahasa 
yang halus dengan cara pada saat patroli diminta agar menyempatkan waktu untuk 
berkomunikasi atau silaturahmi dengan masyarakat terutama para PKL sekaligus 
mengasah cara komunikasi yang sesuai untuk diterapkan kepada masyarakat. 
Diharapkan bagi peneliti yang akan datang melakukan penelitian dengan 
tema yang serupa, diharapkan dapat lebih mengembangkan dan menambah 
variabel yang mungkin dapat mempengaruhi komunikasi interpersonal serta 
memperluas wilayah penelitian. 
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